' DERERAPA CATATATAN TERHADAPREWSK |
‘UU NO. Z'TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Oleh' Rwardo Szman]umnk SH LLM ANZ!!F C]P" i

N sema}ﬂn begitu bervana51 guna, dan berkombmam guna — dalam ppaya
menyiasati fakta pasar yang ada seria p0t6n81 pasar. Indonesia yang cenderung
turmnbuh semakin cerdas, kritis, dan kompeunf —telah mengakibatkan ketentuan
hukum yang mengatur fentang asuransi dan usaha, perasuranszan di Indonesia
terasa semakm jauhtertinggal. . ...

Hal ini udak sajaterbaca dan banyalmya munca.ﬂ knukkrmk pe"tentangan,
termasuk juga kecurl gaan—kecun gaan-dan bahkan: gugatan-gugatan dari
masyarakat konsumen, atau bahkan juga dari sesama kalangan pelaku bisnis
asuransi ataupun kalangan pemerhau dan akademisi terhadap status hukum
dari variasi produk-produk asuransi yang ditawarkan dalam masyarakat (yang
antara lain disebabkan oleh ketidakpastian perangkat hukum asuransi itu sendiri
untuk menjelaskan dengan lengkap dan tegas teniang wujud pelayanan dari
industri asuransi yang scbenarnya) khususnya ketika produk-produk j jasa
asuransi tersebut menghadapi persinggungan wujud kegunaan maupun esensi
hukum terhadap jasa yang juga dimiliki oleh lernbaga lain selain lembaga asuransi.

+'Salah satu contoh, misalnya tentang pengertian asuransi itu sendiri dari
kacamata hukum, bagaimana hukum asuransi menjelaskan kepada masyarakat
bahwa hubungan antara pelaku asuransi dengan konsumennya yang secara
definisi selama ini dipahami sebagai hubungan antara Penanggung (insurer)
dengan Tertanggung (insured) tiba-tiba harus berubah menjadi hubungan antara
“pelaku investasi” dengan “investor” dalam svatu produk yang mengawinkan
antara produk asuransi dengan investasi yang lebth dikenal dengan nama Unit
Linked. Atau contoh lain, bagaimana hukum asuransi menjelaskan kepada
masyarakat bahiwa hak subrogasi yang umumnya dimiliki oleh perusahaan-
perusahaan asuransi — sebagai upaya pengecilan ataupun penutupan kerugian
(loss recovery) akibat dari pemenuhan klaim produk asuransi Surety Bond
yang telah jatuh tempo kepada obligee — justru harus diajukan kepada
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L.ontraktor it sendiri yang dalam hubungan hukum Surery Bond tersebut
' _temyata mempunyal kedudukan sebagal pihak yang berkewapban Bntuk
membayar prem: (yang leb1h drkenal dengan istdah Surcharge ataupun service
charge) atau yang dalam pengeman peganjlan asuran31 konvensaonal “burada
dalam posisi Tertanogunfr :

Banyak iag1 persoalan—persoalan hukum asuranS1 yang secara fundamen—
" tal sangat dibutuhkan perbmkan dalam pengatur annya dalam membangun
fundast, blsms asuransi yang kokoh dan berkepastian. Pengdturzm fersebut

T Txehputz tidak sajahanya pada hukum yang mengatur produk asuransi it scmata,' '

akan tetapi termasuk j Juga pada akHV1tas—akt1wtas para pelaku bisnis asuransi
itu sendiri, baik PErorangan maupun korporasi, nasional maupun internasional.
Hal ini sangat penting untuk dapat secara konsekuen mewj judkan kebenaran
dan aspekperhndungan ataupun pengambﬂ—ahhan reszko yang dﬁawarkan oleh
produk asuransi itu sendiri. -

Kesadaran terhadap poin-poin pemikiran di ataslah yang menc%orong
keharusan untuk merevisi Undang-undang Usaha Perasuransian No. 2 ‘Tahun
1982 ( selanjutnya “UJU. No. 2 Tahun 1992") yang telah berusia 14 tahun
sejak diberlakukan. Sehubungan dengan revisi UU No. 2 Tahun 1692 tersebut,
Timrevisi yang mewakili pemérintah ternyata telah pernah menyelesaikan magas
drafting-nya pada tahun 2001 dan telah pula menyerahkan Draft Rancangan
Undang-Undang (RUU) Usaha Perasuransian (Selanjutnya: “RUU Usaha
Perasuransian”) tersebut kepada DPR untuk mendapat pengesahan. Akan tetapi
setelah lama mengendap di DPR tanpa kabar yang jelas, DPR kemudian
mengembalikan draft tersebut kepada pemerintah untuk penyempurnaan
kembali. Oleh karena itw, tulisan ini akan mencoba memberikan catatan-catatan
yang diharapkan dapat menjadi masukan kepada Tim Revisi UU. Usaha
Perasuransian tersebut untuk langkah penyempurnaan UU. Usaha Perasuranszan
Indonesia ke depan. -

- Sebagai Revisi terhadap UU No. 2 Tahun 1992, RUU Usaha
Perasuransian ini memang terlihat kurang direvisi secara menyeluruh, dengan
pengertian lain, revisi yang dilakukan cenderung hanya bersifat reaktif dengan
cara sekedar mengisi kekosongan-kekosongan hukum yang terjadi di pasar
sebagai akibat dari perkembangan industri asuransi yang begitu cepat dan
kompleks. Seharusnya kesempatan ini dipergunakan oleh Tim Revisi UU Usaha
Perasuransian untuk memperbaiki UU. Usaha perasuransian yang menyeluruh,
yang merupakan suatu konsolidasi dari pertumbuhan dan kepastian hukum dan
Usaha perasuransian terhadap ketidakpastian ataupun permaalahan-
permasalahan hukum yang telah dialami dalam masa 14 tahun sejak berlakukan
UU No. 2 Tahun 1992 termasuk juga untuk menjangkan tingkat pertumbuhan
bisnis perasuransian di masa yang akan datang yang semakin masuk pada
konsolidast manfaat asuransi dengan jenis-jenis produk lembaga keuangan
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| _iamnya, termasuk}ugakonsohdasidanparapelakuusahapemsuransmntersebut-__ o

. dengan pelaku bisnis keuangan lainnya. Sehingga diharapkan hasil Revisi dari
P UU No.2 Tahun 1992 ini akan menghasilkan suatu UU Usaha Parasuransmn .

si Asuransi dan @%3,3@3; Asuransa

Fi if’&lampasall ayat(l)RﬂUUsahaPerasurmzsxan deﬁm31 asuransz d;at,ur.._- _—
: sebagzubenkut ; _ L

o yangkuat,bmkepasﬂan hukumldanmampumenjawab kema_;uanblsms asuransz- o |

_ “Asumnsz atau Pertanggungan a(ialah petjan_]mn anrara dua pzhak as‘au

lebih,: dengem ketentuan pihuk penanggung: mengikatkan diri kepada
z‘era‘angglmg dengan menerima Premi-Asuransi, untuk memberikan
penggantian kepada, terianggung . karena . kerugian, kerusakan atou
kehilangan. keumungan yang. dzharapkan, atau tanggung _;awab hukum
kepada pzhak ketiga. yang mungkm akan dzderzra tertanggung, yang
timbul dari suatu Dperistiwa yang idak pastz “ataz unrk pembayamn
yang. didasarkan atas. memnggal atau ﬁzdupnya seseorang yang
dzperiaﬁggungkan '

~Bila chbzmdm gkan den gan deﬁmSI asuransi yang daatur daiam U@ No. 2
T&hun 1992, sama sekali tidak ada perubahan yang terjadi terhadap definisi
dari asuransi dalam draft RUU Usaha Perasuransian , kecuali hanya penghilangan
duakata “‘memberikan sesuatu’” yang sebelumnya terdapat dalam definisi asuransi
di UU: No. 2 Tahun 1992. Tampaknya tim revisi RUU Usaha Perasuransian ini
lebih mencoba mensiasati kehadiran produk-produk derivasi asuransi hanya
dengan menyebutkan ataupun menegaskan nama-nama produk asuransi yang
dapatdij alankan oleh perusahaan suransi sesuai dengan jenis-jenis perusahaan
asuransi itu sendin, seperti yang diusulkan dalam Pasal 4 ayatadan b RUU
Usaha Perasuransian.

«.Dengan kalimat lain bahwa definisi asuransi yang terdapat dalam Pasal 1
ayat tersebut masih memberikan pengertian yang absolut bahwa asuransi
merupakan perjanjian di mana terhadap prestasi si terfanggung yang telah
dibayarkan terlebih dahulu dalam bentuk premi, si penanggung terikat untuk
mernberikan ganti rugi (indemnity) terhadap kerugian yang diderita oleh
terianggung atas peristiwa kerugian yang tidak diinginkan yang menimpa si
tertanggung atau juga melakukan pembayaran akibat dari meninggal atau
hidupnya si tertanggung?. Dengan kalimat lain, bahwa perusahaan asuransi
menurit definisi di atas, hanya dimungkinkan intuk mengatasi penderitaan

2

Saling berkewajiban memenuhi prestast antara pihak penanggung dengan tertanggung
disebut dengan Consideration dalam Common Law.
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S pada masa tua yang mungkm akan daalann oleh tertanggun g

2 }_:.;:Sehmgga secara definsi, asuransi, sebagfn satu- satunya produk yang'_'
d1perbolehkan ditawarkan oleh perusahaan asuransi, tidak diperbolehkan

* . dirancang untuk- membebankan kerugian kepada tertanggungnya, ataupun.

o ?erasuransmn sebagai berikut ;.

‘menyuruh tertanggungnya untuk berinvestasi dan menanggung akibat kerugian

" dari investasi. Hal tersebut jugar masih sejalan dengan pengertian tentang: sobiek -
©+ -asuransi seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat(2) dari dari UUNo .2 Tahun':
1992 yang tetap dlpertahankan tanpa perubahan dalam RUU Usaha

“Objek asumnsz dalam benda danj jasa, ]zwa dan raga, kesehaz‘an manusia,
tanggung jawab hikum, serta semua. kepentmgan Iamnya yang dapar
hzlang rusak, rugz dan atau berkurang nilainya.” :

X Artmya, bila pasal tersebut masﬂl tetap dlgunakan tanpa perubahan sama
sekah maka pengertian obJ ek asuransi masih tetap pada benda dan jasa, jiwa
dan raga, kesehatan manusia, tanggung Jawab hukum, serta semua kepentmgan
yang dapat hﬂang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Dan untuk itu
perusahaan asuransi sebagal penanggung akan mengambilalih kerugian tersebut
dan menempatkan si tertanggung pada posisi seakan-akan peristiwa kerugian
ataupun resiko terhadap kepastian masa depan akibat dari kematian ataupun
masa -tua tidak pernah terjadi padanya ataupun pada orang orang yan g
menerima manfaat dari padanya.

Sebenarnya ‘bila kita melihat pada pcrtentangan dan bahkan 1anfrkah
hukum yang diambil oleh Yayasan L.embaga Konsumen Asuransi Indonesax
(YLKAT) dalam kasus penjualan Produk Unit Linked yang cukup membuat
repot kalangan pelaku-pelaku asuransi beberapa waktu yang lalu, justruinti
persoalannya terletak pada keterbatasan j angkauan definisi Asuransi yang diatur
dalam Pasal 1 ayat (1) dan juga objek asuransi yang diatur dalam Pasal 1 ayat
(2) UU Perasuransian tersebut3

Dalam gugatannya terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang
menerbitkan produk unif Linked® sebagai suatu produk asuransi yang

! Definisi Asuransi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU Perasuransian sama dengan

yang diatur dalam Pasal 246 KUHD, yaitu : “Asuransi atau pertanggungan adalah
suaiu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada
seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, uniuk nemberikan
penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang daharpkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu
preistiwa yang rak tertentu”

* Lebih jauh lih. Gugatan YLKAI terhadap PT. Prudential Life Assurance yang
diadftarkan di Pengadxlan Jakarta Selatan No, 64/Pdt.G/2002/PN.Jkt Pst. Lih. juga
somasi yang diajukan oleh YLKAT dengan judul YLKAT Somasi Produk Unit Link,
Jawa Pos, 21 Nopember 2001. dan yang juga dipublikasikan dalam Koran Tempo
terbitan 21 Nopember 2001.
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Bebcrapd Caiatan Ierhad’ip Revm UU ND 2 Tahtis' 1992.

'_dﬂcombmas;tkan derxgzm mvesta31 tersebut YLKAI berpendapaL bahwa o -
- pembebanan kerugian invstasi Lepada si tertan ggung merupakan penwmc,karan :

: terhadap definisi-dan ij ek asuransi yang telah diatur’ dengan tegasdalam UU

- No. 2 Tahun 19921 sendm Artmya bzla buxpegang pada deﬁmsx ASB}. Ansi: .-

- dan pen : e_man obgek asuransi yang diatur; daiam UUNo:2 Tahun 1992 maka

. konsep mendudukan Tertanggung sekaligus sebagai investor sehingga peletakan -
~beban bila terjadi akibat kerugian dari investasi kepada s tertanggung akan:
o ;sangatberte taﬁgan dengaﬂ definsi dan objel asuransi yangdikenal dalam UU
sz \ 2 Tahun 1992 beg;tu juga; dalam konirak’ asuran51 S

- : yang dlatur dalam"Pasal 246 saiﬁpal dengan Pasal 308 KUH @agang

Sebagaa suatu kontr ak asuransi tidak dapat beﬂentangan denga.a hukum '

_yang mencratumya karena akan membenkan konsekuensi batal demi hukum
kontrak asuransi tersebut: berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata, schingsa
secara teori dahl dari YLKM tersebut dapat dlbenarkan bila hans va berpeaang

pada ketentuan dar definisi dan obgek asuransi yang digambarkan dalam Pasal
1 ayat.(1) dan (2) UU No. 2 Tahun 1992 yang ternyata masih diteruskan .

dzcrunakan tanpa pembahan dalam RUU Usaha Perasuransian tersebut di atas.

« Penulis sama sekali tidak bermaksud untuk menolak kehadiran dari
pr@du}; Unit Lmked yang’ faktanya telah begitu luas dipasarkan di Indonesia
saatini: Sebaliknya, secara kegtma;m ataupun manfaat, penulis justru mendukung
kehadiran dari produk "yan g merupakan pengembangan dari produk asuransi
endowment tersebut yang memang secara posmf mampu memberikan Jangkah
penin gkatan jaminan kemampuan keuangan dimasa depan melalui kombinasi
asuransijiwa dan investasi. Pennasalahannya adalah bahwa kehadiran preduk
tersebut belum di back up oleh suatu landasan hukum yang pasti dan kuat.
Artinya, dasar dari kehadiran produk umit linked tersebut di pasar Indonesia
tidak cukup dilakukan hanya dengan alasan bahwa produk tersebut telah banyak
diperdagangkan di Luar negeri serta kehadirannya di pasarIndonesia telah
mendapatkan ijin dari Menieri Keuangan ataupun Direktorat Perasuransian.’

© ‘Artinya, jikapun langkah pembangunan dasar untuk memberikan ijin
penjualan dari produk tersebut oleh perusahaan asuransi hingga saat ini adalah
didasarkan oleh ijin yang diberikan oleh Direlktorat Asuransi ataupun didasarkan
pada Keputusan Menteri Keanangan Republik Indonesia (KEPMENKEU)
No.481/KMK.017/1999, maka harus dipahami pula bahwa dasar-dasar
tersebut bukanlah merupakan dasar yang cukup kuat untuk mengalahkan
Undang-undang Usaha Perasuransian yang sama sekali tidak mengatur tentang

*  Sekarang telah berubah menjadi Directorat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keunangan (BAPEPAM-LK) sebagai hasil merger antara Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Kevangan non Bank vang sama-sama berada di bawah pengawasan
Menteri Kevangan.
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B d;perbolehkannya objek asuransi ya.ng membenkan poten51 kerugian:pada_

tertanggungnya

Contoh lam 't.entang “Pembebanan keruglan kepada tertanggung yang :
__menurut YLKAI bertentangan dengan prinsip.asuransi yang seharusnya'

: _“Pengambﬂahhan beban resiko ’I‘ertanggung” sebenamya tidak hanya terdapat

dalam pr.oduk unit linked saja; akan tetapi juga terdapat. dalam suatu produk
" asuranst; kerugian yang lebih dlkenai dengan nama Surety. Bond. Sebagai uatu

a "bentuk surat berharga yang bensxkan jaminan perusahaan (corporate guar—
ot antee) dari perusahaan asuransi yang menerbitkannya untuk mengganti rugi

pihak yang dxrugakan atanpun oblzgee (umumnya pemberi kerja atau Boheer)
oleh tertanggung (umumnya kontraktor) dalam pelaksanaan kontrak b1sms
(umumnya dalam pelaksanaan kontrak~kontrak konstroksi) mereka. -

+ Perjanjian pembenan corporate guarantee dalam bentuk produk bemama
surety bond tersebut merupakan suatu jaminan yang harus diberikan’ oleh
kontraktor dalam memastikan pelaks anaan prestasinya sehubungan dengan
kontrak pemborongan ataupun kontrak kontruksi yan g merupakan kentrak
induk sebagai dasar dari lahimya surety bond tersebut. Sehingga bila nantinya
kontraktor (principal} tersebut wan prestasi maka pihak Obligee ataupun
sebagai pihak pemberi kerja berhak atas pengantirugian sebesar nilai yang
dijamin dalam Surety Bond tersebut dan perusahaan asuransi sebagai Surety
harus mencairkan surety bond® tersebut untuk kepentingan pemberi kerja yang
telah dirugikan akibat dari ywan prestasi yang dilakukan oleh kontraktor tersebut.
Yang menjadl permasalahan kemudian adalah bahwa dalam hal untuk menutupi
kerugian (recovery loss) yang dialaminya akibat-dari pencairan surety bond
tersebut perusahaan asuransi akan menagih balik (berdasarkan hak subroga31
yang dimilikinya) jumlah yang telah dilunasinya kepada Obh gee tersebut, kepada
sikontraktor.

- Langkah asuransi untuk menjalankan hak subrogasinya kepada Lontraktor
yang nota bene merupakan pihak yang membayar premi terhadap perjanjian
surety bond tersebut, akan bertentangan dengan definsi asuransi di atas, karena
secara nyata terlihat bahwa kontraktor yang menjadi mitra berkontrak dari
perusahaan asuransi tidak dilindungi dari potensi terjadinya resiko yang
dialaminya seperti yang diatur dalam definsi asuransi tersebut di atas. Sebaliknya,
malah dibebankan untuk membayar kembali seluruh jumlah pelunasannya yang
lebih dahulu telah dibayarkan kepada pihak oblige, berdasarkan hak subrogasi
yang diniliki oleh perusahaan asurasi tersebut. Dengan kalimat lain, walaupun
sudah membayar premi, kontraktor tersebut masih harus dibebankan untuk

¢ Pencairan tersebut bersifat unconditional dan irrevocable karena sebagai hukum
penanggungan, Pasal 1831, 1833 dan 1847 akan dikesampingkan keberlakuannya
dalam perjanjian Surety Bond tersebut.
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o Bebcrapa Catatan Terhadap Rcwsz UU No 2 :”Iahun !992_.' o ha

menenma konsekuensx k' .t ] gxan dan pembaya_ran terhadap obhcee tersebut_ S .

o 'pembomngaﬁ.ataupuh kénsﬁuksi”;‘fang hams kembah (‘hluruskan secara hukum

" ‘adalah Undakan peiaksanaan hak sub;:oga& dari pelunasan surety bond oleh_- : :

_pumsahaan asuransi (surety) kepada pihak obligee tersebut justiu dztaglhkan
kembali’ kepada st kontraktor (prmc:ipa}) Emlah yang (secaza hukum) ;
benentzm gan dengan pnnsxp pertanggun gan itu sendm

“Tentu saja konstruksi hukum pelaksanaan Surety Bona’ tadak dapat
dlp&rsamakan dengan produk. Bank Gmrantee yang dﬂceluarkan oleh lembaga
perbankan. Karena hubungan hukum yang: terbangun antara bank dengan
nasabahmya sehubun gan dengan penerbztan bank guarantee adalah hubungan
Bank dengan pemben pinjaman (kreditur) dengan pemohon penerbltan bcmk
gmmm‘ee (kontraktor) sebagal debzmr apabzla kemudxem bank gua:antee
tingent lzabzlzty) Itulah sebabnya pmak Qerbankan mensyaraikan col lateral
Qamman) baik dalam bentuk jaminan kebendaan atanpun jaminan perorangan
untuk mem~back—up kepastian peiunasan bilabank guarantee tersebut dicairkan
kepada pihak ketiga kelak. Sebaga} kreditur, bank tidak salahmenggunakan
hak subrogasinya untuk merninia pembayaran kembali dari bank guarantee
yang dicairkan kepada pihak ketiga tersebut dari 51pem0h0n penerbitan surety
bond tersebut Dengan kalimat lain, tidak seperti pada perusahaan asuransi,
bank tidak dilarang membebankan resiko pada nasabahnya

013}1 karena itu, b]lapun perusahaan asuransi ingin mengambﬂ ceruk pasar
yang terbuka dari keterbatasan jangkauan Bank Guarantee sebagai produk
perbankan yang selalu membutuhkan jaminan sebagai syarat penérbitannya,
maka secara hukum harus pula disediakan landasannya, agar tidak bertentangan
dengan pengertian asuransi itu sendiri. Artinya, selain harus ditegaskan dalam
bentuk perluasan dari definisi asuransi untuk memberikan dasar hukum terhadap
kehadiran surery bond sebagai suatu produk asuransi, dapat pula dilakukan
dengan cara merubah konstruksi hubungan hulam surety bond tersebut ataupun
merubah posisi para pihak yang terikat dalam perjanijian surety bond tersebut.
Sehubungan dengan itn, penulis mengusulkan agar pihak yang wajib membeli
surety bond tersebut bukanlah koniraktor, akan tetapi pihak pemberi kerja
sebagai pihak yang akan dilindungi dari potensi kerugian yang akan dideriianya
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apabﬂa kontraktor wan prestasi. Dari sisi beban biaya ataupun surcharge surety

* bond tersebut, seara teknis, dapat saja dibebankan kepada kontraktornya:

B :tersebut

Sehingga dalam hal ini hubungan hukum yang terjadi adalah antara %?@_mben
'Kezja sebagal plhak yang dgaxmn oleh Surezy Bond dengan Pemsahaaﬂ asuransi
sebagai. penerbit dari Surety Bond tersebut dalam menj: amin kepasnan
-pelaksaﬁaan presta31 dari pihak Kontraktor sehubungan dengan perjanjian

: pemboron gan sebageu underlymg com‘racr dan terbztnya produk surety bcmd

. Sehmgga dengan demlkla.n bﬂa kontraktor tersebut suatu saat mela]mkan_

wanprestasz maka’ keruglan yang« daalarm oleh pemberi kerja (obligee) sebagai
akibat dari tindakan wanprestasi yano dilakukan oleh kontraktor tersebut,
akan digantirugi oleh perusahaan asuransi sebagai Surety. Laln untuk melalaukan
recovery loss, perusahaan asuransi tersebut dapat menagih kembali berdasarkan
hak subrogasinya kepada kontraktor tersebut tanpa harus menyalahi pfmszp«
prinsip asuransi. Artinya, walaupun perusahaan asuransi dalam hal ini
berkedudukan sebagai guarantor (bortochr) yang menjamin pelaksanaan
prestasi dari kontraktor tethadap pemberikegja (boheer), akan tetapi, mengingat
bahwa yang mengajukan penerbitan dan membayar premi dari surety bond
tersebut adalah pemberi kerja, maka telah memenuhi azas pengambilan reszko
kerugian tcrhadap kewajiban menganti ragi oblige oleh perusahaan asuransi,
dan sebaliknya, tidak pula melanggar pengertian asuransi bila hak subrogasi
perusahaan asuransi dilakukan terhadap kontraktor.

:Oleh karena itu, akan sangat tidak maksimal dan tidak membangun
kepasttan hukum kiranya bila tatacara membangun dasar hukurn dari kehadiran
produk-produk asuransi derivative tersebut hanya dilakukan dengan sekedar
menyebutkan produk tersebut, tanpa adanya upaya menyesuaikan definisi
asuransi dan objek asuransi itu sendiri. Sehingga dalam kesempatan
dilakukannya perubahan UU Perasuransian No. 2 Tahun 1992 seperti yang
telah dijelaskan di atas, inilah waktunya bagi tim revisi untuk melakukan
penyempurnaan dasar hukum (bukan lagi hanya dasar kepentingan bisnis) dari
produk-produk yang secara aplikasi sebenarnya belum memenuhi definsi dan
skope pelayanan perusahaan asuransi seperti yang telah diatur datam UtJ.
Perasuransian itu sendiri. Dengan kata lain, sudah waktunya diberikan tambahan
beban terhadap definisi asuransi yang ada, atau paling tidak pengembangan
scope of product dari yang telah ada, khusus untuk memberikan basis
argumentasi hukum yang kuat terhadap produk-produk tersebut dalam undang-
undang,.

Selain itu, pertu juga kiranya dalam RUU Usaha Perasuransian tersebug
secara tegas diatur tentang gambaran kontrak asuransi, contohnya tentang
pilihan hukum dan jurisdisksi serta bahasa, serta ukuran cetak kata yang
diperbolebkan ataupun tidak diperbolehkan, Karena misalnya dalam
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| 5 pelaksanaannya kelak.

| Endusm Asuransi danUU Kepaxl:tan

Kehachran uu No. 4 Tahun 1998 tentanc Kepalhtan da,n Penundaan
Kewajzban Pembaya:an Uta.ng (PKPU) (UU Kepmhtan) selama ini talah
menimbulkan kecemasan tersendiri bagi dunia p«f:}fasuran&.an8 Betapa tidak,
kasus-kasus perdata yangt berhubungan dsngzm astwansi yang sebelumnya hanya
dapat dlpemksa dan dzpumskan melaim pen gadﬂan negen dengan telah
dlperlakukannya Uu Kepa.lhtan konﬂzk (yang khususnya mengenai utang
pmtang) antara kreditur asuransi dengan pemsahaan asuransi tersebut kini telah
dapat dlaj ukan ke Pengadﬂan Niaga untuk dlpzuhtkem9 L1hat saja contohnya
seperti § purmohonan pemyataan pailit yang pernah diaj ukan kepada Asuransi
Jasa Indonesia (persero) Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Wataka Generai
Insurance, Asuransi Jiwa Namura Tatalife, Asuransx Tugu Indo dan AsuranSI
Nabasa Life, dan Prudential Life Assurance.!®

* Konsekuensi hukum dari “Pailit” adalah hal yang paimg ditakuti oleh
perusahaan asuranst. Apalag1 status paﬂ;t berdasarkan UtJ No. 37 Tahun 2004

'Hai ini banyak terjadi, khususnya dalam perjanjian asuransi lant (marme insurance).
Lebih jauh, lihat makalah yang dipresentasikan penulis pada seminar sehari yang
bertopik “Kepalhtan dalam Perbankan, Perusahaan Publik dan Perusahaan

Perasuransian.” Yang diselenggarakan oleh perhimpunan Ahli Hukum Asuransi

Indonesia (PAHAT) tanggal 29 Mei 2002,

® Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan UU No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan,
yang merupakan bagian dari peradilan umum, yang mempunyai kewenangan extra
ordinary untuk memenksa dan memutuskan perkara kepailitan dan PKPU herdasarkan
Pasal 280 ayat (1). Sebagai perwujudan dari Pasal 280 ayat ( 2) yang memberi
kemungkinan untuk perluasan kewenangan dari Pengadilan Niaga dalam memeriksa
dan memutuskan perkara-perkara komersial selain kepailitan, maka saat ini perkara-
perkara yang berhubungan dengan merek, paten, disain industei telah dapat diajukan
ke Pengadilan Niaga.

10 Syarat untuk debitur (Perusahaan Asurans:) untuk dapat dipailitkan diatur dalam
Pasal 1 ayat 1, yaitu bila debitur terseut terbukti secara sederhana (Pasal 6 ayat (3)
mempunya sedlkztnya cua kreditur dimana salah satu dari utang tersebut (umumnya
utang terhadap pemohon pailit telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

' Sama dengan UU No. 4 Tahun 1998 yang merupakan UU yang digantian oleh UU

No. 37 Tahun 2004. Akan tetapi berbeda dengan UU Kepailitan peninggalan belanda,

Failissement Verordening 1905 vang lebih mensyaratkan dilakukannya test insolvensi

sebagai dasar peletakan status bankrutnya debitur,




: .ﬁrmimmm Val 3 No. 3~ Sep.rember 2006 -

: _tldak dzdahulm dengan msolvensz test, dengan pengaman tidak: perduh_

perusahaan tersebiit masih mampu atau tidak, kerena sepanjang telah memenuhi

syarat adanya. utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana debitur

tersebut masih mempunyai minimal satu kredltm' lamnya maka debitur terseb&t

- akan dmyatakan pailit. Status palht ini akan secara hukum memberikan status

“sita umum”* terhadap seluruh harta perusahaan asuransi térsebut. Peng_urus

- :pemsahaan asuransi yang telah pzuht tidak lagi’ mempunya i kewenan; 1gan: tsrhadap
harta perusahaan yang telah berada dalam sitaan umum'?, karena padasaat
-+ status pailit dijatubkan oleh Pengadﬂan Niagar maka kurator akan diangkatuntuk
- ‘melakukan pengurusan dan pemberesan tcrhadap seluruh harta dari perusahaan

asuransi yang pmht tersebut. _

Langkah perjuangan industri perasuranszan untuk memmta hak khusus
sama seperti hak khsusus yang t telah diberikan kepada bank oleh UU Kepaﬂ;tan
lama No. 4 Tahun 1998 ternyata memnbuahkan hasil, karena dalam UU No.
37 Tahun 2004 yang merupakan penyempurmaan. dari UU No. 4 Tahug 1998,
telah dengan tegas mencantumkan dalam Pasal 2 ayat (5) nya bahwa pemsahaan
astransi tidak dapat dxmohonkan paﬂjt secara langsung kecuali melalui Menteri
keuan gan Langkah perbaikan yang telah dilakukan dalam UU No. 37 Tahun
2004 ini harus pula disinkronkan dengan UU No.2 Tahun 1992 yang dalam
Pasai 204a) yang sampal saat ini masm mengatur sebagai berikut: Y

“Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pemtumn
Kepailitar, dalam hal terdapat pencabutan ijin usaha sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri berdasarkan kepentingan umum
dapat memintakan kepada Pengadilan agar peruschaan yang
bersangkutan dinyatakan pailit....”

Penulis pada dasarnya setuju dengan perubahan pasal 20 (a) yang telah
diajukan dalam Draft RUU Usaha Perasuransian, yang menyatakan sebagal
berikut: :

(1) Permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi _"a{tau
Perusahaan Reasuransi hanya dapat diajukan Menteri.

(2) Ketentuan mengenai criteria yang akan digunakan sebagai dasar
dalam permohonan pernyataan pailit diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.”

Usulan perubahan Pasal 20 (a) yang telah diajukan dalam Draft RUU
Usaha Perasuransian tersebut sebenarnya secara teori telah baik dan telah
sinkron dengan Pasal 2 ayat (5) yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004.

12 Status putusan sitasn umuom terhadap harta debitur yang telah dinyatakan pailit
tersebut adalah serta merta (uit vorbaar bij Voorad), walaupun terhadap putusan
Pengadilan Niaga tingkat pertama tersebut masih akan dilakukan upaya hukum (legal
remedy) dalam bentuk kasasi, ataupun upaya hukum khusus Peninjauan Kembal:,

3 1 jhat Pasal 19 UU No.4 Tahun 1998,
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Bcbcsapa Catatan I‘er%saciap wasx {EU NO V2 Tahusi 1997. o

- A&f;an tetapi bﬂapun dalam ayat 2, dan usulan perubahan tersebut diiegaskan . :
bahwakntenadalammengajul\anwnnohonanpaﬂltterseb&takandiaturlebﬂ}_{ o
. lanjut dengan Peraturan Pemerintah, maka sangat penting kiranya untmk.

B '_memasukan ‘agar, pasal Lersebut bukanlah merupakan pasal karet yang 3

" sebenamya. hanya dimaksudkan untuk memberikan kewenangan absoiut bagi

* Menteri Keuangan untuk menintuskan sendiri suatu perusahaan asuransi untuk -
o dag:aat dlpzuhﬂ{an atan tidak. Karena bila ternyata dimaksudkan b@gzm maka.
salam pasal tersebut akan memmbuﬂ{an 5 blunder bag1 mdustn perasaransmn S

i No. 37 Tahﬁn 2004 yanﬁ membenkan kewenangan safu- sata,,.nya {extmordz~ RN

nary. Judzczal power) kepada Pengadﬂan Nlaga untuk mememksa dan
memutuskan ;:rennohonan Pailit dan PKPU. . - -

Oleh karena ity walaupun tentang tatacaa penj abamn darl hak untuk
mengajukan permohonan pailit tersebut. nantinya akan diaturdalam Peraturan
Pemerintah, maka sebaiknya juga dalam penjelasan pasal-tersebut dijelaskan
maksud dari dilibatkarmya Menteri Keuangan dalam pengajuan pennohona.n
Pailit dan PKPU terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
Hal tersebut peﬂu dijelaskan untuk dapat menghindari sikap sclidaritas nega-
tive terhadap perusahiaan-perusahaan asuransi berada dibawah pengawasan
dan pembinaanya. Artinya kehadiran pasal tersebut tidak akan menjadi jalan
untuk pengulangan contoh ketidakpastian hukum vang terjadi pada kasus Bank
¥ versus Bank Danamon'* yang pelaksanaan ternyata tidak se_;1wa dengan
Pasal 1-ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 ketika itu.

Dalam kasus ini Bank Indonesia sebagai sa-safunya pxha.k yang diberikan
hak oleh UU Kepatlitan untuk mengajukan pailit kepada bank, dalam kasus ini
tidak memberikan pengakuan terhadap keberdaan pasal tersebut, dengan
menyatakan bahwa Bank hanya tunduk pada ketentuan UU No. 7 Tahun 1992
sebaimana telah dirubah delam UU No.10 Tahun 1998. Ketidakbersediaan
Bl untuk mengajuan pailit tanpa alasan yang jelas tersebut membuat kreditur
pemohon pailit dan Pengadilan Niaga menjadi serba salah. Bila pemohon Pailit
mengajukan permohonan pailimya ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa
Baitk Indonesia tidak menggubris hak petisi pailitnya, maka Pengadilan Niaga
dengan alasan tidak bisa membantah ketentuan Undang-undang yang telah tegas
dan imperatif, ternyata tetap menolak gugatan tersebut dengan tetap
mengharuskan permohonan pailit diajukan ke gubernur BL

Lalu, bagaimana bila menteri keuangan sebagai satu-satunya pihak yang
berhak mengajukan kepailitan kepada perusahaan perasuransian bersikap sama
dengan sikap BI dalam kasus bank Danamon di atas? Tetap akan terbuka
kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan subjektif dan bahkan dapat

' Putusan Pengadilan Miaga No., 26 K/N/2001 jo No. 21/Pailiv2001/PN Niaga/Tki.Pst
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- '.-'_'memungkmkan tegadmya moml hazard dnnana seuap kah pemsahaan asuransz R

' dimohonkan palht akan selaiu berhentz d1 d1 tangan Menten Keuangan tanpa_-___ :

o aiasan yang Jeias Sehmgga bilaife tegad; maka akanterbukakemungkmzm*f

L Deparemen Keuangan dapat dijadikan sarang. bersembunyi pemsaham
- perusahaan asuransi-avonturir dan tukang kemplang utang dari ancaman-
kepalhtandanh'edltumya Sekalilagi, bila ini terjadi, bukannya situasi yang

- lebih baik; akantetapl situasiyang Ieblhburuklahyanoakanmengancam dunia.

B perasuransmn karena seuap perusahaan asuransi tukang kemplang tersebut-_

- _ seiamat tanpa alasan yang Jelas seuap 1tu pulake rcayaan masyarakan akan ;

secara tung gal dxbenkan kepada Menteri Keuaﬂgan ‘maka harus j juga dencxan
tegas diatnr langkah-iangkah standard yang harus diambil Menteri Keuanoan
dalam upaya untuk pemecahan masalah jtu. Artinya, dalam kedudukan menteri
keuangan sebagm pengawas dan Pembina industri asuransi, maka secara
maksimal harus dilakukan langkah-langkah penyelesaian di luar Pen gadilan
dengan time frame yang tegas dan jelas atas konflik utang piutang tersebut.
Dan bila ternyata hal tersebut tidak berhasil maka Menteri Kevangan tidak
bisa menolak membawa kasus tersebut ke Pengadilan Niaga. Karena (tetap
harus dengan asumsi baik) bila memang tidak ada utang maka perusahaan
asuransi tersebut akan lolos dari kepailitan, akan tetapi bila utang memang ada
dan tidak dapat dibayax sama seperti industri lain, memang secara hukum
perusahaan asuransi yang tidak dapat meiunasx kewajibannya yang telah Jatuh
tempo tersebut harus dinyatakan pailit. -

- Oleh karena itu, harus ditambahkan dalam Pasal 20 (a) ayat 2 tentang
peraturan pemerintah yang mengatur langkah dari Menteri Keunangan selakn
pihak yang diberikan hak untuk memohonkan perusahaan asuransi pailit,
termasuk juga konsekuensi bila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diikuti oleh
Menteri Keuangan. Misalnya, bila terbukti Menteri Keuangan tidak-dapat
mematuhi ketentuan yang diatur dalam PP tersebut, kreditur dapat mengajukan
kepailitan perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga secara langsung atau,
alternatifnye, kreditur dapat menggugat Menteri Kevangan atas tidak
dilaksanakannya mekanisme hukum yang telah diatur dalam PP tersebut.

Pasal 20 ayat (2) UU Ne. 2 Tahun 1992 harus direvisi
Bahwa Pasal 20 ayat { 2 } UU No. 2 Tahun 1992 mengatur hal seperti berikut:

“Hak pemegang Polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan
Asuransi kerugian ataw perusahaan asuransi jiwa yang dilikuidasi
merupakan hak utama.”
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Beberapa Catatan 'ierhaéap Rcvxsx ﬁU Nc ') Iaimn 199"‘

' -Daaterhadappasal tersebut-dl'e}.askan dalampasal "":'n"elasan sebagal beukut, - S

- “Hak wrama. dalam ayaz‘ ini meﬁgandung pengerrzan' _ahwa a’alam anl
kepmlzmn_ hak. pemegang polzs mempunyai kedudukan yang lebih: nnggz

- darzpada hak hak__ pihak: lamnya kecuali-dalam hal kewajzban untuk o
. negara, sesual. dengan peraruran pemndang undangan yang berlaku g

- Upe : a] Dalam Pasal 20
ayat:(Z) terse’but pembenan'hakqstimewa kepada pemegang pohs uniuk -

: mendapatkzm prioritas‘ pembayaran Klaim taglhannya dalam hal }jemsahaan
‘asuransinya pailit diberikan secara serampangan tanpa memperhatikan
kedudukan hak-hak: separatis yang: dimniliki oleh kreditur-kreditur pemegang
jaminankebendaan, seperti Hak Tanggungan, Gadaidan Fidusia, dimana hak-
hak ‘tersebut berdasarkan Pasal 1133 KUH. Perdata merupakan hak yang
temngg1 diluar dari hak-hak yang diberikan kepada negara seperti yang diatur
dalam Pasal 1137 KUH Perdata, Artinya, walaupun Pasal 1134 KUH Perdata
memberikan kemungkinan untuk memberikan hak istimewa bagi seorang
kreditur untuk berhak - mendapatkan pembayaran utang terlebih dahuly, akan
tetapi pembenan hak preferensi melebihi dari hak yang dimiliki oleh kreditur
separatls (secured credzz‘or) akanmenimbulkan kebingungan hukum,

Bila dilihat dari Pasal 55 UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004, tegas chatur
bahwa kreditur separatis mempunyai hak untuk melakukan eksekusi jaminan
kebendaan yang diikatkan padanya seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Artinya,
tidak ada pembatasan pelaksanaan hak istimewa dari kreditur separatis untuk
mendapatkan pembayaran utama dari jaminan kebendaan yang dimilikinya,
kecuali penundaan wakin eksekusi maksimum 90 hari oleh Kurator dalam
mcngantisq:am adanya kemungkinan damai bila debitur yang telah dinyatakan
pailit ternyata mengajukan usulan perdamaian berdasarkan Pasal 144 UU
No 37 Tahun 2004,

- Lagipula bila kewenangan 1st1mewa untuk mendapatkan pembayaran
terlebih dahulu yang diberikan kepada pemegang pohs Iebih tinggi statusnya
bahkan dari kreditur separatis sekalipun, maka hal ini akan menimbulkan efek
negalif bagi perusahaan asuranst dimana dalam hal penjaminan, tidak ada
kreditur yang akan berani menerima haria yang dimiliki oeh perusahasn asuransi
untuk diletakkan sebagai jaminan kebendaan. Kebingungan terhadap
pelaksanaan hak dari pemegang polis seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 20
ayat(2) tersebut ternyata juga menjadi sumber permasalabian pada pemberesan
harta PT. Asuransi Namura Tatalife vang dinyatakan pailit oleh pengadilan
Niaga®. Kurator yang mengurusi dan membersskan harta perusahaan asuransi

'* Putusan Pengadilan Niaga No. 17/Pailit/2001/PN. Niaga/Tkt Pst
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S Pada saat pemberesan harta debitur pmht tersebut tEIj ach persoalan yang
o cukup menarik dimana muncul tarik menarik kepennngan antara pernegang
- pohs dengan pekezja dan asuransi dalam palht tersebut. Di satu sisi pemegang
e _pohs menﬂntut hak u!:amanya_untuk mendapatkan pembayaran taglhannya

ﬁ_-.: ﬁ yang diatur dalam Pasal 1149 ayat (4) KUH Perdata Sementara s1saset d bitur

_ _dalam budel pmht ( estare ) sangat sed1k1t

Dalam menyelesa&an fakta persmggungan hak hukum tersebut, akmmya
Kurator dan hakim pengawas menyetu}ui untuk mendahulukan hak karyawan
terlebih dahulu danpada hak pemegang polis, walaupun Pasal 20 ayat(2) UU
Perasumnsmn (yang bersifatlex specialis) dengan tegas menyatakan bahwa
pemegang pohslah yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Keputusan dari
kurator untuk melakukan pembagian asset pailit dengan mendahulukan hak
pekerja itu sangat menarik untuk dicermati, Dengan alasan bahwa pekerja
tersebut sangat menggantuncvkan sambungan hidupnya dari pesangon yang
didapatkan (akibat kehilangan pekelj aan) akibat pailitnya perusahaan asuransi
tersebut dihadapkan dengan pemegang polis yang lebih dapat bertahan hidup
dari sumber penghasilan lainnya walaupun telah kehilangan hak dan perencanaan
masa depan (vang telah dibina dalam waktu yang sangat lama dan malah'ada
yang mungkin hampir jatuh tempo) dan kontrak asuran31 dengan perusahaan
asuransz yang telah jatuh pailititu. '

Bela_| ar dari kasus Asuransi J1wa Namura Tatalife (dalam Pailit) tersebut
penuhs mengusulkan agar tim revisi mempertegas kembali rincian preferen51
hak-hak kreditur lainnya yang telah diatur oleh UU dibandingkan dengan hak
pemegang polis. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk tidak membenkan
proteksi maksimal kepada pemegang polis, tapi akan sangat sulit mtenma jika
hak pemegang polis lebih tinggi dari pada hak kewajiban terhadap Nega:a
hak separatis yang telah dimiliki (melalui kesepakatan antara pihak z asuransi
dengan krediturnya) berdasarkan Pasal 1133 KUHperdata dan mungkin j 3uga
hak buruh yang menggantungkan hldupnya dari perusahaan tersebut.'®

% Baca juga Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, Undang-undang
tantang Gadai dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata, serta Undang-
Undang no. 42 Tahun 1999 tentang Fiducia.

96




Baber lp‘% Catatan ’lerh'ldap Rt.wst YU Mo, 2 Talmn 1‘)92 S

= ‘Dalam Dlaft RUU Usaha Pe:asuransian tnrn revisi. sebenamya telah
- menga'ukan usulan perbaﬂ'an dan Pasal ’?O ayat (2) tersebut dal ] Pasal 20

. “Dalam hal pemsahaan asur ansz az‘au pemsahaan reasuransz dznyarakan
pa:lu‘ atau dilikuidasi’” pembayaran kewajzban kepada. kredztur dilakukan

B _ Serelah a’zkurangi dengan pembayamn gaﬂ karyawan yang z‘emtang, bzaya s

) 1 pembayaran.terhadap pemegang pohs dan

'.2 pembaya.ran terhadap kreditur Iamnya sesuaa dengan keientuan ya.ng o

berlalcu Mo

Walaupun pasal tersebut telah menungukkan pembahan terhadap Pasal
20 ayat (ZyUU. No. 2 Tahun 1992; tetap saja usulan Pasal 20 C ayat (1)
térsebut masih mencemaskan karena pasal tersebut hanya bersikap reaktif
terhadap kasus PT, Asuransi Namura Tatahfe dengan tetap tidak mempemaukan
hak dari kreditur separatis dalam urutan prioritas pembayaran tagihan kreditur
Selain itu, pasal tersebut juga tidak menegaskan kewenangan preference dari
pembayaran fee Kurator dalam hal debitur tersebut pailitataiipun Tim Likuidator
dalam hal debitur tersebut dibubarkan (wmdmg up) yang menurut ketentuan
undang-undang diletakkan pada kedudukan 1si:unewa sepem yang dlmaksud
oleh Pasai 1139 KUH Perdata

Perbalkan pasal ml memang perlu untuk memberlkan kedudukan pa,ra
krechtur pada proporm yang sebenamya. Bilapun Tim Revisi UU No.2 Tahun
1992 ingin tetap memberikan kedudukan istimewa pada tagihan pemeang polis,
maka seharusnya lah pemberian kedudukan istimewa tersebut dilakukan dengan
tanpa menggangen hak-hak dari krechtur separatis, dimana j axmnan-_]anunan
dari harata debitur tersebut sebelumnya telah dipisahkan sebagai jaminan
kebendaan nntuk secara ekslusif di gunakan untuk pembayaran kewajiban-
kewa_; 1bannya kepada krediturnya.

Jaminan perlindungan hak pemegang polis dapat dilakukan secara
maksimal melalui kehadiran Lembaga Penjamin Polis (LPP) seperti yang diator
dalam Pasal 19 ayat (2) dengan Pasal 26 ARUU Perasuransian. Usul untuk
pembentukan LPP ini tentu saja mempakan langkah yang sangat baik unfuk
meningkatkan jaminan perlindungan terhadap pemegang Polis. Penulis
berpendapat, kehadiran LPP sebagai penjamin Polis, akan jauh lebih realistis
dari pelaksanaan hak utama yang dimaksudkan dalam Pasal 20 C ayat (1)

7 Catatan Penulis, kata “likuidasi” yancs diletakkan seiajar dengan “pmht” dalam drafi
usulan Pasal 20 (©) ayat (1) tersebut tidak tepat, karena sehamsnya disejajarkan
dengan kata “dibubarkan” (winding up), karena likividasi adalah langkah pemberesan
setelah seorang debitur dinyatakan pailit atan sebuah badan hukum dibubarkan.
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L R’{JU Perasuranman tersebut Dengan telah berdmdanberoperasmyaLPP ini,
- maka upaya’ untuk: meiakukan perhndungan nasabah asuransi, melalui
- peletakkan dep051to Jaminan selarna 1n1 dapat leb1h d1kombma31kan secara:

ba.xkdenganLPP L S

Leblh lanjut, catatan Juva chbenkan terhadap rencana akan segera had:mya
) -Lembag_a’()tontas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi- ‘Satu-satunya ga
yang akan melakukan pengawasan dan pembmaan kepada lembagamlembaga
' keuangan di Indonesia termasuk perusahaan asuransi. Sisi baik dari OJK ini,
- 'secara teord, adalah untuk menumbuhkembangakan mdepederm dan: tmnsparansx
- dan kejujuran dari suatu pengawasan yang tersentralisasi. Jika memang benar
lembaga superbody yang bernama OFX ini akan hadir, maka akan berpencraruh
teihadap Pasal 10 UUNo. 10 Tahun 1992 yang menegaskan bahwa pembinaan
dan pengawasan terhadap usaha peras&ransmn dﬂakukan oleh Menteri
Kenangan,'® Schingga pada Draft RUU Usaha Perasuransian kedudukan
Menteri Keuan gan sebagai pengawas dan Pembma dari tisaha pemsuransmn
d1 ]ndonesm harus telah di gantlkan kepada OJK

: Yang menJ jadi persoaian mungkin adalah bahwa walaupun rencana
pe_n_da_;nan OJK (yang walaupun oleh Pasal 34 ayat (1) dari Udang-Undang
Bank Indonesia No.23 Tahun 1959 UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999),
sebagal dasar dari kelahiran lembaga pengawas lembaga kenangan independen
tersebut, sebenarnya dimandatkan pendirian LPIK (Lembaga Pengawasan
Sektor Jasa Keuangan) bukan OJK)* telah sejak sangatlama telah dimulai,
akan akan tetapi hmgga saat ini, pendman lembaga pengawas mdependent
tersebut masih tetap hanya sebatas wacana, man malah kemungkinan besar
akan sangat sulit terwujud, mengingat kehadiran dari Jembaga pengawas inde-
pendent tersebut tidak menggembuakan seluruh lembaga keuangan yang akan
dirnasukkan kedalam pengawasannya, rmsalnya seperti Bank Indonesia, yang
tetap masih enggan untuk menyerahkan hak pengawasan bank kepada lembaga
yang sedang dlgaga& dengan nama OJK tersebut. Hal ini, akan sangat
berhubungan dengan nasib dari drafting RUU Usaha Perasuransian tersebut,
karena bila sulit untuk memasukkan OJK ataupun LPJK kedalam UU Usaha
Perasuransian bila belum jelas keberandaanya.

Siasat dengan memberikan kemungkinan pasal yang tetap terbuka pada
peralihan kewenangan pengawasan dan pembinaan udaha perasuransian dari
tangan Menteri Keuangan seperti yang diusulkan pada Pasal 27A dari draft

'8 1 ihat pengertian menteri pada Pasal I ayat (14) UU No.2 Tahun 1992,

' Lihat juga UU BI No.3 Tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari UU BINo.
23 Tahun 1999 yang tetap memandatkan pendirian LPIK, Lebih jauh, baca mmkalah
Penulis berjudul “Quo Vadis Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” yang dipresentasikan
paca seminar sehari yang diselenggarakan oleh Majalah INFOBANK tanggal 19 Juh
2006, Hotel Nikko, Jakaita.
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Bcberapa Catatan 1erhac§ap RL\«']S! UU No 2 ”Iahun 199"-: i s

i RUU Usaha Perasuransxan cu}\.up baﬂ«: Arimya dengan membukfa ‘Dahwa RN

: :_-kewenanganpengawasandanpembmaan asuransi yangsebelumlahmya@JK. .

. akan berada di bawah Menteri Keuangan, akan tetapi‘secaralangsungakan - .-

‘beralih kepada lembagary pengawasan baru yang bernama OTK : ataupun LPIK

 tersebut nantinya, merupakan suatu alternative agar penyelesalan revisi dari. o

uu Usaha Perasuransian dapat dituntaskan tanpa harus menunggu OJK. ataupun_ _ _:' | 5

1, ugas 'siam R

Kesuksesan Perusahaan—perusaaan asuransi dalarn memenanakan pasar S

- produ@ya tidak terlepas dari peranan penting dari Agen ataupun Broker Agen
yang pada dasarnya hadir mewakili  kepentingan dan perusahaan asuransi telah
tumbuh dalam bérbagai bentuk dan konsep begltu pula hubungan hukum
kedgenan dengan. perusahaan asuransi-telah berkembang lebih kompleks,
misalnyadalam bentuk hubungan hukum keawenan antara Pemsahaan Asuransi
danBank yang dikenal dengan Bancassumnce Begitu pula dengan kehadiran
dari broker yang pada umumya mewakili kepentingan dari Terianggung juga
telah muncul dalam bentuk-bentuk yang lebih formal; yang kadan g-kadang
tampak sepertz pemsahaan asuransi itu sendm

fungs1 dari broker dan agen31 banyak pxhak yan g menyatakan dmnya agen
asuransi ternyata juga melakukan aktivitas broking, dan sebalixnya perusahan
broker melakukan aktivitas agensi, dan malatrhal tersebut pernah dilakukan
pada suatu perusahaan asuransi yang sama. Hak dan kewajiban Agen dan
broker terlihat sxmpang sinr di lapangan yang membutuhkan suatu langkah
penertiban yang serius, tidak saja untuk menjaga hak-hak dari konsumen
asuransi, akan tetapi juga untuk menjaga hak-hak dari perusahaan asuransi itu
sendiri. Tidak sedikit klranya sengketa asuransi yang muncul bukan disebabkan
oleh pemsahaan asuransi itu sendiri, akan tetapi disebabkan oleh aktivitas dari
agen ataupun broker sebagai intermediary dalam penciptaan hubungan hukum
asuransi antara Perusahaan Asuransi dan Tertanggungnya tersebut. Esensi dari
Prinsip the Utmost goodfaith, prinsip insurable interest dan prinsip Indemnitas,
merupakan suatu prinsip yang secara sejajar dipaharni, dan dilaksanakan oleh
semua pibak dalam hubungan hukum perasuransian,

Oleh karena ifu, penulis berpendapat, sudah sangat penting kiranya diatur
tentang Pengertian, tugas dan wewenang serta tanggungjawab dari Agen ataupun
Broker Asuransi dan reasuransi agar memberikan kejelasan hukum dalam
kehadiran dan fungsi serta tanggungjawabnya di pasar. Penjelasan lebih rinci
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tentang Agen dan Broker asuransi tersebut nantinya dapat dijabarkan dalam-
Peraturan pelaksana dari UU Usaha Perasurans;an yane akan bachr umumnya-

dala_m bentuk Peraturan Pemenntah

me Medxas1 Asuran.S1 PR TR

Kehaduan dari Biro Med1a51 Asuran51 yang telah dlcanangkan pada bulan
- Juni 20{)6 'yang baru lalu, merupakan suatu semangat baru dari komitmen dunia
asuransi untuk dapat menurunkan konflik-konflik klaim asuransi vang ndak
tertangani ataupun tidak terselesaikan selama ini, khususnyaklaim-klaim 1 yang
berjumlah udakbesar yang berada pada kisaran maksimum Rp. 500.000.000,-
bagi klaim asuransi jiwa dan maksimum Rp. 300,000.000,- pada klaim asuransi
kerugian. Kehadiran Biro mediasi Asuransi yang pada dasarnya menspakan
pengembangan dari konsep Alternative Penyelesaian Senketa (Alternative
Dispute Resolution) yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, diharapkan akan secarain-
dependent dan adil dapat menyelesatkan sengketa klaim-klaim asuransi yang
bernilai kecil untuk memberikan suatu bentuk penyelesaian yang paling baik
dan cepat bagi pihak-pihak yang bersengketa. v

Walaupun kehadiran dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi
telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, penulis berpendapat perlu jugalah
kiranya menekankan pentingnya kehadiran dari Biro Mediasi Asuransi tersebut
dalam UU No. 30 Tahun 1999, agar dalam kehadirannya, lembaga yang pada
dasarnya dibentuk dengan kesepakatan anggota-anggota industri asuransi
tersebut dapat dikembangkan lebih baik yang pelaksanaanya berada dibahwa
pengawasan Menteri Keunangan ataupun OJK nantinya. Dengan diaturnya
kehadiran Biro mediasi Asuransi datam Undang-Undang Usaha Perasuransian,
maka tidak lagi terjadi kegamangan dari setiap pelaku dalam industri
perasuransian untik menlaksanakannya.

Bagairnanapun, kehadiran industri asuransi sebagai salah satu pﬂar
penyanggah pertumbuhan perekonomian suatu negara sangat penting
diperhatikan keberadaannya, walaupun saat ini, perannya belum sehebat
lembaga perbankan, akan tetapi, kedekatannya terhadap kepentingan seluruh
kepentingan orang, baik sebagai pribadi maupun pelaku ekonomi, memberikan
gambaran bahwa industri asuranst memerlukan kehadiran hukum asuransi yang
kuat, jelas dan berkepastian hukum. Semoga catatan ini berguna.
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UNDANG-INDANG:
KUH Perdata Indonesia

KUH Dagang Indonesia

UU. No. 7 Tahun 1992 yang telah disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun
1998 tentang Perbankan.

UU. No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Indenesia

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah direvisi dengan
UU No. 3 Tahun 2004.

Draft RUU Usaha Perasuransian
Draft UU Otoritas Jasa Keuangan (OKJ)

MAKALAH-MAKALAH:

Ricardo Simanjuntak, Kepailitan dalam Perbankan, Pernsahaan Publik dan
Perusahaan Asuransi, dipresentasikan pada seminar sehari yang

diselenggarakan oleh perhimpunan Ahli Hukum Asuransi Indonesia
(PAHAIT) tanggal 29 Mei 2002.

Ricardo Simanjuntak, Quovadis Otoritas Jasa Keuangan , Konsep dan Urgensi
pembentukan QJK, dipresentasikan pada seminar sehari yang
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